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Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan menyebutkan bahwa, Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau
penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau
tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Namun, beberapa proses pengajuan penahanan pada prakteknya
masih ditemui hambatan baik yang muncul dari terdakwa maupun dari penegak hukumnya.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hambatan -hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seorang
terdakwa atau tersangka dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam mengabulkan
dan menolak permohonan  penangguhan penahanan dari terdakwa.
Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat
teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian penangguhan penahanan pada Pengadilan Negeri Jantho dalam prakteknya masih
mengalami hambatan berupa hakim menganggap terdakwa tidak koorperatif, tidak ada yang mau menjamin terdakwa, ketakutan
hakim bila terdakwa mengulangi tindak pidana, hakim mempuyai pemikiran dan pertimbangan dalam memeberikan penangguhan
penahanan, dan terdakwa tidak melakukan pelaporan secaran rutin. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari penegak
hukumnya yaitu, hakim kurang kompeten untuk menafsirkan undang-undang serta yang berada diluar undang-undang.
Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan
berdasarkan alasan tersurat/yuridis yaitu tempat tinggal terdakwa di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho, terdakwa masih sekolah,
terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan
mengulangi tindak pidana, dan tidak akan mempersulit proses persidangan.
Diharapkan dalam proses pemberian penangguhan penahanan hakim harus lebih selektif dalam menerima permohonan
penangguhan penahanan  atau menolak permohonan penangguhan penahanan. Seorang hakim harus sangat kompeten dalam
menafsirkan Undang-undang maupun dasar pertimbangan yang menjadi acuan dalam memberi keputusan diterima atau ditolaknya
suatu permohonan penangguhan penahanan.
